PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Tip. (022) 7810365 Fax. {022} 7810349 Bandung
Website: www.pta-bandung.go.id email: surat.ptajabar@gmail.com

Nomor : W10-A/ 21% JPL.O9/NX/2022 Bandung, 2< September 2022
Lampiran  : 1 (satu) lembar
Perihal : Batas Waktu Pengajuan Usulan

Asuransi BMN Tzhun 2024

Yth. Para Sekretaris Pengaditan Agama
Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Assalamualaikum Wr. Wh,
Meneruskan surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor
466/BUA.4/PL.09/9/2022 tanggal 26 September 2022 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat,

dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Satuan Kerja untuk dapat menindakianjuti surat tersebut

paling lambat tanggal 28 Oktober 2022,
Demikian kami sampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

:

Tembusan Yth :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan);
2. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
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Asuransi BMN Tahun 2024

Yth. 1. Kepala Biro Umum
2. Para Sekretaris Unit Eselon I
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor
418.a/BUA.4/PL.09/9/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Fitur Asuransi
BMN pada e-SADEWA versi 2.3, bersama ini kami sampaikan bahwa batas
waktu pengajuan usulan asuransi BMN fahun 2024 melalui aplikasi e-SADEWA
adalah 31 Oktober 2022.

Mohon kepada seluruh satuan kerja dapat mengajukan usulan asuransi

BMN tersebut dengan tepat waktu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
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Tembusan Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;

4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



